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Abstrak
 

Tesis ini membahas pengaruh pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan RI (?Permen?) No. 53/2012

dan Permen 07/2013 terhadap formil dan materil Perjanjian Waralaba antara Pemberi dan penerima

waralaba. Bagaimana Indonesia mengatur penyelenggaraan waralabanya dan perhatian utama pengaturan

waralaba di Indonesia serta perbandingan dengan beberapa negara ASEAN. Indonesia merupakan negara

yang mengatur waralaba dan penggunaan bahan baku, peralatan usaha serta menjual barang dagangan paling

sedikit 80% barang dan/atau jasa produksi dalam negeri serta kewajiban bagi Pemberi Waralaba untuk

bekerjasama dengan usaha kecil dan menengah sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau

jasa. Khusus untuk perjanjian waralaba jenis usaha makanan dan minuman Perjanjian waralaba telah diatur

pembatasan pada jumlah tertentu outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet)

dengan kewajiban Diwaralabakan; dan/atau dikerjasamakan dengan pola penyertaan apabila outlet/gerai

melebihi jumlah pembatasan; Dalam penyelenggaraan waralaba terlihat Pemerintah berperan dan turun

mengatur kebijakan dalam penyelenggaraan waralaba di Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Sedangkan

Singapura dan Filipina pengaturannya pada asosiasi yaitu Franchising And Licensing Authority Singapore

(FLA) dan Philippine Franchise Assocition (PFA).Negara-negara anggota ASEAN cenderung menerbitkan

aturan khusus yang mengatur bisnis franchisenya. Kedepan, Indonesia perlu memberikan bantuan dan

kebijakan yang berkaitan dengan memperkuat peran asosiasi franchise dalam penyelenggaraan waralaba

untuk menggantikan peran negara agar negara tidak terlalu mengintervensi kegiatan ekonomi.

......

This thesis discusses the impact of the enforcement of Regulation of the Minister of Trade of Republic of

Indonesia ("Minister Regulation") No. 53/2012 and Minister Regulation No 07/2013 to the formal and

materil of Franchise Agreement between the franchisor and the franchisee of a franchise. How Indonesia

arrange the maintenance of its franchise and the main concern of the franchise regulation in Indonesia, and

the comparison with some ASEAN countries. Indonesia is a country that regulates franchises and the use of

raw materials, business equipment as well as sells merchandise order at least 80% of goods and / or services

of domestic production and the obligations of the Franchisor to work with small and medium enterprises as

the franchisees or suppliers of goods and / or services. Especially for the franchise agreement on the food

and beverage business type, the franchise agreement has been arranged its certain limitations of the number

of outlets / stalls owned and managed their own (company owned outlets) with the obligations that it must

be franchised; and / or cooperated with the participation patterns if the outlets / stalls exceeds the limitation;

In the maintenance of franchise, it looks that the government has a role and regulate the policy in the

maintenance of franchises in Indonesia, Malaysia and Vietnam. While in Singapore and Philippines, its

organization is in the association namely Franchising And Licensing Authority Singapore (FLA) and
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Philippine Franchise Assocition (PFA). The ASEAN members tend to issue specific rules that govern its

franchise bussiness. Franchisor and franchisee should improve the role of associations in the franchising

activities.


